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PENETAPAN
Nomor 2356/Pdt.G/2023/PA.Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 02 Juni 1979,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di, Kabupaten Majalengka;

Penggugat;
Lawan

Tergugat, NIK, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 28 Oktober 1979,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja,
bertempat tinggal di, Kabupaten Majalengka;

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor
2356/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0330/060/V/2017,
tertanggal 19 Mei 2017, dengan status Janda Talak dan Duda Talak;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat yang beralamat di Blok Sabtu, RT 003/RW 003, Desa
Leuweung Gede, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka;
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3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang
bernama :

- Anak, NIK, Tempat Tanggal Lahir: Majalengka, 18 Mei 2009 / 14 Tahun,
Pendidikan SLTP, saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Anak, NIK, Tempat Tanggal Lahir, Cirebon, 02 September 2019 / 4 Tahun,
Pendidikan Belum Sekolah, saat ini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik,
hidup rukun, harmonis. Namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi
perselisihan dan pertengakaran terus-menerus yang disebabkan karena
Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga,
sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi;

5. Bahwa sejak bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah
tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saat ini
Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di Blok Senen,
RT 001/RW 006, Desa Burujul Wetan, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten
Majalengka;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta bantuan melalui pihak keluarga
Tergugat guna penyelesaian permasalahan rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang
Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi dan
Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga
dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Majalengka c.g majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat)

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan
(relaas) Nomor 2356/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 26 Juli 2023 yang dibacakan di
persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan
yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat
dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat
menyatakan akan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat
karena Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir di
persidangan pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan
perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal , Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat,
apalagi Tergugat tidak hadir pada saat Penggugat mengajukan permohonan
pencabutan perkara ini sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya
persetujuan dari Tergugat, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan
perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di
lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya,
maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbagkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
2356/Pdt.G/2023/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencabut
perkara tersebut dalam register perkara;
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14
Muharram 1445 Hijriah, oleh Dr. H. A. Nafi" Muzakki, S.Ag., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.
sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota
tersebut, dan Nunung Rohaniah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. H. A. Nafi’ Muzakki, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nunung Rohaniah, S.Ag
Rincian biaya perkara:

1. PNBP ‘Rp 30.000,00
2. Proses ‘Rp 50.000,00
3. Panggilan ‘Rp 160.000,00
4. Materai ‘Rp 10.000,00
Jumlah ‘Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:
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